BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan
bahwa persepsi dari lembaga pengawas yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Indonesia Corruption
Watch menyetujui pernyataan bahwa Komisaris BUMN yang rangkap jabatan pasti
menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi dari berbagai
sumber-sumber, yaitu dari area pekerjaan, area kontrak, area aset, area pasar
keuangan, area competitor, dan area citra publik. Konflik kepentingan dapat terjadi
ketika Komisaris merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN dan Pejabat di
Kementerian, Komisaris BUMN dan Pejabat di Instansi Non-Kementerian,
Komisaris BUMN dan Pejabat di Perusahaan Swasta, serta Komisaris BUMN dan
Pejabat di Perguruan Tinggi. Konflik kepentingan muncul karena komisaris
memiliki tanggung jawab di organisasi lain sehingga dapat menghadapi situasi
dimana keputusan yang menguntukan organisasi tersebut dan merugikan BUMN.
Selain menimbulkan konflik kepentingan, Komisaris BUMN yang rangkap jabatan
juga dapat mengurangi efektivitas Komisaris dalam menjalankan tugas dan
membuka ruang-ruang praktik korupsi.

Ombudsman menyampaikan bahwa rangkap jabatan pada Komisaris
BUMN lebih banyak yang merugikan dibandingkan dengan manfaatnya. Hal ini

menyebabkan potensi konflik kepentingan yang berujung pada nepotisme,
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penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya, serta

penghasilan ganda. Rangkap jabatan juga dapat memperburuk tata kelola,

menurunkan kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik yang

diselenggarakan BUMN. Maka dari itu, Komisaris BUMN yang rangkap jabatan

harus ditindaklanjuti lebih lanjut agar tidak merugikan BUMN itu sendiri dan

negara.

Secara umum, konflik kepentingan yang dihadapi oleh Komisaris BUMN

yang rangkap jabatan terbagi menjadi tiga antara lain:

1.

Situasi yang menyebabkan Komisaris BUMN menyebarkan informasi
bersifat internal dan rahasia yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau
pihak tertentu

Situasi yang memengaruhi Komisaris BUMN dalam membuat keputusan
dan melakukan pengawasan

Tindakan Komisaris BUMN atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan
untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu

Peneliti mengidentifikasi konflik kepentingan dari enam sumber konflik

kepentingan Komisaris BUMN yang rangkap jabatan terbagi pada:

1.

Area Pekerjaan
Dalam area pekerjaan, terdapat lima konflik kepentingan yang terjadi pada
Komisaris BUMN yang rangkap jabatan yaitu:
o Penempatan anggota keluarga atau kandidat khusus di posisi tertentu
tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya

« Situasi moonlighting atau outside employment
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e Pengawasan dan keputusan Komisaris BUMN yang tidak optimal
dan objektif
o Kesempatan Komisaris BUMN untuk menyalahgunakan jabatan
e Tindakan dan komitmen Komisaris BUMN yang tidak selaras
Area Kontrak
Dalam area kontrak, terdapat dua konflik kepentingan yang terjadi pada
Komisaris BUMN yang rangkap jabatan yaitu:
o Keterlibatan kepentingan pribadi atau anggota keluarga dalam
proses pengadaaan barang dan jasa
o Penerimaan komisi tersembunyi, hadiah, dan pelayanan spesial dari
pihak eksternal
Area Aset
Dalam area aset, terdapat dua konflik kepentingan yang terjadi pada
Komisaris BUMN yang rangkap jabatan yaitu:
e Penggunaan aset atau fasilitas BUMN untuk kepentingan pribadi
atau pihak lain
e Penggunaan modal intelektual dan informasi internal BUMN untuk
kepentingan pribadi atau pihak lain
Area Pasar Keuangan
Dalam area pasar keuangan, terdapat dua konflik kepentingan yang terjadi
pada Komisaris BUMN yang rangkap jabatan yaitu:
o Pemanfaatan informasi rahasia mengenai pasar keuangan (insider

trading)
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o Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi
strategi investasi
5. Area Kompetitor
Dalam area kompetitor, terdapat dua konflik kepentingan yang terjadi pada
Komisaris BUMN yang rangkap jabatan yaitu:
o Pemberian informasi dan strategi rahasia kepada kompetitor
« Potensi mengembangkan hasil karya yang serupa dengan organisasi
asal
6. Area Citra Publik

Dalam area citra publik, konflik kepentingan yang terjadi pada Komisaris

BUMN yang rangkap jabatan adalah konflik dalam citra diri atau branding

antara untuk kepentingan BUMN dengan organisasi lain.

Peneliti menggali bagaimana peran lembaga pengawas terhadap
pelanggaran Komisaris BUMN yang rangkap jabatan menimbulkan konflik
kepentingan. Masing-masing lembaga pengawas telah melakukan tindakan korektif
untuk menguraikan maladministrasi dan pelanggaran Komisaris BUMN atas
tindakan rangkap jabatan, serta memberikan solusi perbaikan atas tindakan

pelanggaran tersebut.

7.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai konflik kepentingan

pada rangkap jabatan Komisaris BUMN, peneliti memberikan saran untuk
penelitian selanjutnya agar bisa menggunakan konseptual atau teori baru untuk

lebih mengeksplorasi fenomena terkait Komisaris BUMN yang rangkap jabatan.
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Hal ini disebabkan peneliti menemukan bahwa melalui konsep atau teori yang
digunakan terdapat indikator yang tumpang tindih sehingga mempengaruhi proses

analisis yang saling berkaitan antar dimensi.
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